
WALI KOTA BAUBAU 
PROVINSISULAWESITENGGARA 

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU 
NOMOR: 20 TAHUN 2023 

TENTANG 
KDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SRTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BAUBAU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BAUBAU, 

Menimbang a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota 
Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau, 
perlu penetapan peraturan untuk memberikan arah dan 
pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara 
efisien, efektif dan rasional sesuai kebutuhan dan 
kemampuan daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali 
Kota Baubau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Baubau; 

Mengingat [ :  1. 
I  

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah 

menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11  Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6477); 
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8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan 

Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1342); 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Nomor 2036); sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Betita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 

tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat 

Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1539); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan 

Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 486); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem 

Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 181); 

14. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau 

(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
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Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau 
(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN WALT KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BAUBAU. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

i 
' Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
' 

1. Daerah adalah Daerah Kota Baubau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau. 
3. Wali Kota adalah Wall Kota Baubau. 

I 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wall Kota dan Dewan Perwakilan 
I Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
I 

kewenangan daerah. 
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Baubau. 

I 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau. 
7. Asisten a�alah Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Baubau 

I yang terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten 
Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi Umum. 

8. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Baubau. 
I 9. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota 

Baubau. 
10. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk 

suatu pr�ses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. 
11 .  Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negera yang menduduki 

Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah. 
12. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah 

pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. 
13. Penugasahn adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan 

pelaksan~ untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah pimpinan Unit 
I 

Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian 

dan/atau keterampilan. 
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14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang 
bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan public serta administrasi 
pemerintahan dan pembangunan. 

( 1) 

(2) 

(3) 

BAB II 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANlSASI 
Bagian Kesatu 

Pasal 2 
Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Kota Baubau; 
Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang 

' Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wall 
I Kota; I 

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan 
kebijakah dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas 
Perangk~t Daerah serta pelayanan administratif. 

I 
I 

I Pasal 3 
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

' ayat (3) Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi: 
a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 

I 

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah; 
I c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; 

d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara pada istansi 
Daerah; dan 

I e. Pelaksan~an fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan 
I fungsinya. 

Bagian Kedua 
STAF AHLI 

Pasal 4 
(1) Wali Kota dalam melaksanak~n tugasnya dibantu Staf Ahli; 
(2) 

I Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Wali Kota dan secara 
' 

(3) 

(4) 

(5) 

administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah; 
I Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) 

staf ahli} 
I Staf Ahli Wall Kota diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi 

persyara'tan; 
I Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Wali Kota oleh Wali Kota. 
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Pasal 5 
(1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas memberikan 

' rekomendasi terhadap isu-isu staretegis kepada Wali Kota sesuai keahliannya; 
(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Wali Kota, dapat 

dibentuk 1 (satu) sub bagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan 
I umum/tata usaha. 

Bagian Sub 

Bagian Ketiga 
SUSUNAN ORGANISASI 

Sekretariat Daerah Tipe B 
Pasal 6 

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Daerah, 
3 (tiga) 'Asisten, 9 (Sembilan) Bagian membawahi Sub Bagian, Kelompok 

! Jabatan Fungsional dan Pelaksana yaitu: 
a. Sekretaris Daerah; 
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari: 

1. B~gian Pemerintahan membawahi Sub Bagian Administrasi 
Kwilayahan; 

2. B~gian Kesejahteraan Rakyat; 
I 3. Bagian Hukum. 
! 

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari: 
1 .  Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

I 2. B~gian Pengadaan Barang dan Jasa; 
3. B~gian Administrasi Pembangunan membawahi 

I Penyusunan Program. 
I 

d. Asisten Administrasi Umum terdiri dari: 
1 .  Bagian Organisasi membawahi Sub Bagian Kinerja dan Reformasi 

B.I k . 1ro±ras1; 
2. B~gian Umum; 
3. B~gian Protokol dan Komunikasi Pimpinan membawahi Sub Bagian 

I Protokol. 
e. Kelompok Jabatan Fungsional; 
f. Kelomipok Jabatan Pelaksana. 

(2) Struktur :Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantu dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini. 
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Bagian Keempat 
STAF AHLI 

Pasal 7 
(1) Staf Ahli terdiri dari 3 (tiga) Staf Ahli dengan nomenklatur jabatan terdiri dari: 

a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum; 
I 

b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; 
c. Staf Ahli Bidang Kesejatraan Rakyat. 

(2) Strukturlorganisasi Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
' dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini. 

( 1) 

(2) 

( 1) 

(2) 

BAB III 

TUGAS DAN FUNGSI 
Bagian Kesatu 

Sekretariat Daerah 
Pasal 8 

I Sekretari~t Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan 
' kebijakan dan pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas perangkat 

daerah serta pelayanan administrasi. 
Dalam m~laksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi: 

I 

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah; 
I b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah; 

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; 
d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi 

' daerah; dan 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wall Kota terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Sekretaris Daerah 

Pasal 9 
Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Wall Kota dalam penyusunan, 

I perumusan, dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta pengkoordinasian 
administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pelayanan 

d 
. .  trl .  

a. mm1s 'as1. 

Untuk m~laksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekretarisl Daerah menyelenggarakan fungsi: 
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( 1) 

(2) 

a. Perumusan dan Penetapan kebijakan Pemerintah Daerah; 
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah dan 

lembaga teknis di daerah; 
c. Pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan barang milik daerah/barang 

milik negara; 
d. Pelaksanaan pelayanan, dan pembinaan administrasi, serta pembinaan 

aparatur pemerintahan daerah; 
e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah 

dan Jugas aparatur sipil negara pada setiap organisasi perangkat daerah; 
I dan 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kata sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Ketiga 
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 10 
I  Asisten 
1

emerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu 
Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang 

I pemerintahan dan hukum dan pengkordinasian penyusunan kebijakan daerah 
I di bidang kesejahteraan rakyat. 
I Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,  Asisten 
I 

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum; 
b. Pengkordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan 

rakyat; 
I c. Pengkordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 
' pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; 
I 

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
pemerintahan dan hukum; 

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait 
penc~paian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor 
yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan 

' rakyat; 
f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan 

pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, 
h u ku m 1,  dan kesejahteraan rakyat; dan 
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g. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang 
pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan 
tugasnya. 

(3) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam menjalankan tugasnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Sekretaris Daerah. 

(4) Ruang llingkup koordinasi Asisten Administrasi Pemerintahan dan 
Kesejaht~raan Rakyat, meliputi: 

· a. Sekretariat DPRD; 
b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 
c. Dinas Kesehatan; 
d. Satun Polisi Pamong Praja; 

e. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 
I 

f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
h. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 
i. Dinas Tenaga Kerja; 
j. Dinas Sosial; 
k. Dinas Pemuda dan Olahraga; 

I 

1. Badah Kesatuan Bangsa dan Politik; 
I 

m. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 
I n. Kecarhatan; 

o. Kelur~han. 

( 1) 

(2) 

( 1) 

Pasal 1 1  
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 (tiga) Bagian, 
yaitu: 
a. Bagiah Pemerintahan; 
b. Bagiah Kesejahteraan Rakyat; 
c. Bagiah Hukum. 
Bagian s~bagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala 
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris 
Daerah nielalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 

j Pasal 12 
Bagian P merintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakani daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

I pengkordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan 
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• 

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi 
di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja 
sama dan otonomi daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian 
Pemerintahan menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi 

pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi 
I daerah; 

b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang 
I administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan 

otonomi daerah; 
I c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 

bidan'g administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja 
sama dan otonomi daerah; 

d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 
I di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja 

sama dan otonomi daerah; 
e. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang 

administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan 
I otonomi daerah; dan 
I 

f. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 
I 

Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. 
' 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 13 

Bagian Pemerintahan membawahi Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; 
I Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung 

kepada Pejabat Administrator dalam hal ini Kepala Bagian Pemerintahan; 
I 

Penentuah Kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) disesuaikan dengan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Baubau. 

Pasal 14 
I  Sub Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, 
penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan dan/atau kelurahan; 

b. Melaksanhakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, kelurahan, 
serta nania lain dan/atau pemindahan ibukota kecamatan; 

I c. Melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah; 
d. Menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan; 
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• 

e. Menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah 
kepada Camat; 

f. Menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan; dan 
g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang 

administrasi kewilayahan. 

(1) 

(2) 

(3) 

( 1) 

(2) 

Pasal 15 
Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

! 

pengkordjnasian perumusan kebijakan daerah, pengkordinasian pelaksanaan 
tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan 

I 

masyarakat. 
Untuk mielaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian 
Kesejaht~raan Rakyat menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang 

I 

keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; 
b. Penyi~pan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 

bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; 
c. Penyi~pan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan 
fakto� yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 
keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan 

d. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 
Kesej~hteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya; 

I Penentuah Kedudukan dan tanggung jawab Bagian Kesejahteraan Rakyat 
I 

disesuaikan dengan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Baubau. 
I 
I Pasal 16 

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan] daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

I pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan 
I pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum 

dan dokuinentasi dan informasi; 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian 
Hukum mienyelenggarakan fungsi: 
a. Penyi~pan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang 

unde nigan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; 
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• I 
I b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang 

perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; 
c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 

di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan 
informasi; 

d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 
perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; 
dan I 

e. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya; 

(3) Penentuan Kedudukan dan tanggung jawab Bagian Hukum disesuaikan 
dengan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Baubau. 

( 1) 

(2) 

Bagian Keempat 
Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

Pasal 17 
Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu 

I 

Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengkoordinasian 
penyusurian kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, 
administrasi pembangunan serta pengadaan barang dan jasa. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten 
Perekonomian dan pembangunan menyelenggarakan fungsi: 
a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian 

' 
I dan jsumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan 

barang/jasa; 
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 

perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, 
I 

pengadaan barang dan jasa; 
I 

b. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa; 
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

' 

pengadaan barang dan jasa; 
I • d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait 

pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor 
yang mhempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian 
dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan; dan 

e. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah perekonomian 
dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang 

I 

dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya. 
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(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

Asisten erekonomian dan Pembangunan dalam menjalankan tugasnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Sekretaris Daerah; 
Ruang linigkup koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, meliputi: 

I 

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
b. Dinas' Perumahan dan Kawasan Permukiman; 
c. Dinas' Pertanian dan Ketahanan Pangan; 
d. Dinas Lingkungan Hidup; 
e. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

Dinas' Penanaman Modal dan PTSP; 
i g. Dinas Perikanan; 
' h. Dinas Pariwisata; 

i. Dina� Perdagangan dan Perindustrian; 
j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
k. Bad I Penelitian dan Pengembangan. 

Pasal 18 
Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi 3 (tiga) Bagian yaitu: 
a. Bagiah Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

I b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; 
c. Bagiah Administrasi Pembangunan. 
Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala 
Bagian �ang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten 
Perekonoiian dan Pembangunan. 

f. 

Pasal 19 
( 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas 

melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 
pelaksan~an tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijak4 daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan 
sumber daya alam. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian 
Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyi~pan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang 

pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam; 
b. Penyi~pan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 

bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya 
alam; 
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(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 
I terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan 

faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 
I pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam; dan 

d. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan 
' Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya; 

Penentua'n Kedudukan dan tanggung jawab Bagian Perekonomian dan Sumber 
Daya Alam disesuaikan dengan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota 

' Baubau. l 

I 
I 

I 

I Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapah perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan 
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 
pelaksan~an pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan 
barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan 

I 

dan advakasi pengadaan barang dan jasa. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian 
Pengadaah Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi: 

I 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan 
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara 
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; 

b. Penyi~pan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang 
I pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan 

secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; 
c. Penyi~pan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 

I 

bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan 
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang 
d 

. I an jasa; 
I d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan 
penga�aan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang 
dan jasa; dan 

'peaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya; 

Penentuah Kedudukan dan tanggung jawab Bagian Pengadaan Barang dan 
I Jasa disesuaikan dengan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kata 

Baubau. 
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Pasal 21 
(1) Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan 

(2) 

penyiap 
I 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan 
evaluasi dan pelaporan. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian 
Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang 

penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; 
I 

b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 
bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan 

I pelaporan; 
c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

I 
I terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan 
I 

faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 
f 

penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; 

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 

dan 
d. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan 

I Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. 
I 
I Pasal 22 

(1) Bagian Administrasi Pembangunan membawahi Sub Bagian Penyusunan 
Program; 

(2) Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung 
I kepada Pejabat Admnistrator dalam hal ini Kepala Bagian Pembangunan; 

(3) Penentuan Kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) 
disesuaikan dengan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kata Baubau. 

Pasal 23 
Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas: 
a. Menyusun dan mempersiapkan rencana kegiatan penyusunan program 

I pembangunan daerah; 
b. Menyusun bahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan program 

pembangunan daerah; 
c. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan 

I program pembangunan daerah; 
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d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

( 1) 

(2) 

(3) 

Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten 
kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan sinergitas program 

I pembangunan daerah; 
Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan program 
pembangunan daerah; 

I Melaksarakan penyusunan program pembangunan dalam rangka 
I mengembangkan akses pembangunan daerah; 

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan 
dalam rangka mengurangi resiko dan kerugian pihak lain dalam rangka 

I 

kelancaran program pembangunan daerah; dan 
Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah. 

Bagian Kelima 
Asisten Administrasi Umum 

i Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah 
dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan 
pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, 
protokol dan komunikasi pimpinan. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten 

I Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi: 
I a. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi 
I pimpinan; 

b. Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi; 
c. Peng�oordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 

' 
• • organ1sas1; 

b. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, 
I organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan; 

c. Pemartauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
organisasi; 

d. Penyi~pan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi 
I daerah; dan 
I e. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang 

umuiy, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan 
dengan tugasnya. 

Asisten Administrasi Umum dalam menjalankan tugasnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

I Sekretarir Daerah. 
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(4) 

( 1) 

(2) 

Ruang lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum, meliputi: 
I a. Inspektorat; 

b. Dinas Komunikasi dan Informatika; 
' 

c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 
I 

d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 
I e. Badah Pendapatan Daerah; 
' 

f. Badah Kepegawaian dan Pengembangan SDM. 
I 
I 

Pasal 25 
Asisten Administrasi Umum membawahi 3 (tiga) Bagian, yaitu: 

I 

a. Bagiah Organisasi; 
' 

b. Bagiah Umum; 
c. Bagiah Protokol dan Komunikasi Pimpinan. 
Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala 

I Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten 
Administrasi Umum. 

( 1) 

Pasal 26 

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan 
I kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan 

penyiapan perumusan 
kebijakan daerah, 

(2) 

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan 
I 

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis 
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi 
birokrasi. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian 

I 

I Organisasi menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan 

analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan 
ti I bi kr rerormas1 rot as1; 

b. Penyi~pan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang 
I kelembagaan dan analisisjabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta 

kin . I  d ti .  b' kr . era an rerormas1 ro as1; 
c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 

bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata 
Laksaha serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi; 

d. Penyi~pan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 
di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata 
laksaria serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan 
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e. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum 
I yang lerkaitan dengan tugasnya; 

Pasal 27 (1) Bagian Organisasi membawahi Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi; (2) Sub Bagian Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung 
I kepada Pejabat Administrator dalam hal ini Kepala Bagian Organisasi; (3) Penentuan Kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 
I (2) disesuaikan dengan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Baubau. 
I 
I 

Pasal 28 
Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas: 
a. Menyusun bahan kebijakan teknis Peningkatan Kinerja dan Reformasi 

I Birokrasi; 
b. Menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota; 
c. Menyusun road map reformasi birokrasi; 
d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP); dan 
e. Melaksahakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Peningkatan 

I Kinerja dan Reformasi Birokrasi. 

( 1) 

(2) 

(3) 

Pasal 29 Bagian Umum tugas melaksanakan melaksanakan penyiapan pelaksanaan 
kebijakah dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf 
ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian 

I Umum menyelenggarakan fungsi: 
I a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, 

staf ~hli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; 
I b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata 

usah'a pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan 
I perlengkapan;dan 

c. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum 
I 

yang berkaitan dengan tugasnya; 
Penentuan Kedudukan dan tanggung jawab Bagian Umum disesuaikan dengan Struktu I Organisasi Sekretariat Daerah Kata Baubau. 
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( 1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 30 
Bagian rotokol dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, 

I 

komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. 
I 

' Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian 
Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi 

I pimpinan, dan dokumentasi; 
b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 

bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; 
c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

I terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan 
d. Pelak'saaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum 

I . yang terkrutan dengan tugasnya. 

Pasal 31 
I  Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan membawahi Sub Bagian Protokol; 
I Sub Bagian Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung 
I 

kepada Pejabat Administrator dalam hal ini Kepala Bagian Protokol dan 
K "L . Pim . omumkKas :p1nan; 
Penentuan Kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) 

' disesuaikan dengan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Baubau. 

Pasal 32 
Sub Bagian Protokol mempunyai tugas: 
a. Melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah 

daerah; 
b. 

c. 

d. 

e. 

Menyiapkan bahan koordinasi dan/ atau fasilitasi keprotokolan; 
I Menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah; 
Menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah; dan 
Melaksahakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil 

I Kepala Daerah. 
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Bagian Keenam 
Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 33 

(1)  Kelompo Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana 
I berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada 
I Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) selaku pejabat pemberi kinerja melalui pejabat administrator; 

(2) Penentu~n kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disestaikan dengan Struktur Organisasi Sektretariat Daerah; 

I (3) Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah basil penyetaraan 
jabatan Jadministrasi adalah fungsional Analis Kebijakan dan fungsional Pengelol Pengadaan Barang dan Jasa. 

I 
(4) Tugas jabatan fungsional Analis Kebijakan adalah melaksanakan kajian dan 

al . .  ke b i ak  an  us1s en 1 j e  an; 
(5) Analis K~bijakan dapat melaksanakan seluruh kegiatan pada sub unsur kajian 

I dan analisis kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) baik secara 
individual maupun dalam tim berdasarkan penugasan secara tertulis dari 

a b a t  -  e t  pejatat pen1a1 mer]a. 
(6) Tugas jbatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah 

melaksarakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, 
pemilihah penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan 
barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah 
secara swakelola. 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

BAB IV 

TATAKERJA 
Pasal 34 

Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota; 
Asisten b:erada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah; 
Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada 
dibawah �an bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten; 
Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah 
dan bert~nggung jawab kepada Kepala Bagian; 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Pasal 35 
Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib 

I menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur; 
I Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian masing 

masing I bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan 
memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi bawahan sesuai 

I dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, 

I Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah, 

I Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan instansi/lembaga teknis lain sesuai 
d I d f · · · engan tugas ian fungsinya masing-masing. 
Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Pungsional dapat bekerja 

I secara individu dan/ atau dalam tim kerja dengan mengedepankan 
profesionialisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau 
keteramJilan meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat dalam unit organisasi, 

I 

lintas unit organisasi dan lintas instansi pemerintah; 
Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Pelaksana dapat bekerja 

I dalam tim kerja yang bersifat lintas unit organisasi dan lintas instansi 
pemerintah untuk melaksanakan tugas yang memerlukan keterlibatan dan 
kolaborasi pejabat fungsional dan/atau pelaksana dengan mengedepankan 
profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau 
keterampilan. 

Pasal 36 
(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi 

pratama; 
(2) Asisten merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi 

pratama; 
(3) 

(4) 

(5) 

Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan 
d . .  I  a  [ministrator; 

I • Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan 
pengawas. 

I Jabatan ngsional merupakanjabatan fungsional kategori keahlian. 
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B AB V  

KETENTUAN LAIN-LAIN 
Pasal 37 

(1)  Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai 
I dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Semua �ewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, 
pemindahan, dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh pejabat yang 
berwenahg sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(1)  

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Pasal 38 
Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

! Asisten Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul 
I Sekretaris Daerah; 

Staf Ahl� diangkat dan diberhentikan oleh Walikota; 
Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris 
Daerah; 
Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan Wali Kota; 

. I Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan 
I ketentua'n Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 
I 

BABVl 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 39 

negara dan reformasi birokrasi. 

( 1) Dengan berlakunya Peraturan W ali Kota ini, maka : 
a) Peraturan Walikota Baubau Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 
Kota Baubau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku; 

b) Sem~a ketentuan yang mengatur tentang tugas dan fungsi yang 
bert�tangan dengan Peraturan Wali Kota ini juga dinyatakan dicabut dan 
tidak' berlaku. 

Penjabaran tugas masing-masing jabatan administrasi dan jabatan pelaksana 
akan dia'tur kemudian dengan peraturan tersendiri; 
Penjab,an tugas masing-masing jabatan fungsional berpedoman pada 
Peratur , Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan 

(3) 

(2) 
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, Pasal 40 
Peraturan W · Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 
Kota dengan Jenempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau. 

Ditetapkan di Baubau 
pada tanggal, 2 e¢ 2023 

· • - - - ·  
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BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 NOMOR . 20 

I 
I 

Diundangkan di Baubau 
pada tanggal,j 2 re; 2023 

I 

I 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU, 

WALI KOTA BAUBA , 
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LAMPIRAN 
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU 
NOMOR':2TAHUN 2023 
TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BAUBAU 

BAGAN STRUKTUR ORGANISAI SEKRETARIAT DAERAH TIPE B KOTA BAUBAU 

WALIKOTA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  DP RD 

I 
WAKIL WALIKOTA 

- - 

SEKRETARIS 
- - - - - - - - - -  

STAFAHLI 

KELOMPOK DAERAH WALIKOTA 

JABATAN 

FUNGSIONAL DAN 

PELAKSANA 

I 
7 

ASISTEN PEMERINTAHAN ASISTEN 
ASISTEN ADMINISTRAS! 

DAN KESEJAHTERAAN PEREKONOMIAN DAN 
UMUM 

RAKYAT PEMBANGUNAN 

I I 

I I I I • 7 I I I 
BAGIAN BAGIAN BAGIAN 

PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN BAGIAN BAGIAN 
BAGIAN r BAGIAN PROTOKOL DAN 

r- r RAKYAT e BAGIAN HUKUM r- PEREKONOMIAN r- ADMINISTRASI T BAGIAN UMUM 
' 

-- 
PENGADAAN ORGANISAST KOMUNIKASI 

DAN SUMBER PEMBANGUNAN ' BARANG DAN 
' 

PIMPINAN 
DAYA ALAM 

JASA ' 
' I I ' I ' 
' 
' 

SUB BAGIAN ' SUB BAGIAN ' SUB BAGIAN SUB BAGIAN 
ADMINISTRASI ' PENYUSUNAN 

' KINERJA DAN PROTOKOL 
KEWILAYAHAN PROGRAM REFORMASI � � � 

' 
BIROKRAS 

' 

' ' � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


